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PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 24 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
I 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 
Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan 
Pemerintahan Oaerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati · Lebong tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2023. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, da11 Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250) ; 
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:l. Unclnng-lJnclnng Nnmor 17 Tahun 2003 tentang 

l(r.winJ{1tn Nriwim II..t!mhurnn Negara Republik 

lndo11t!nl11 T11h11n ?.OO;J Nomor 47, Tambahan 

l1·rnhnrnn N,•gr1rn lfrrrnlilil< lndnnc11in Nomor 4286), 

111•h11gnim111u1 lt!l11h cli11hnh clr.ng;m Pcraturan 

Pf!rncrint11h Pcnggnnti Undnng-Undsrng Nomor I 

Tnl11111 './.020 tr.ntnng Kchij:ik;rn Kr.uangan Negara 

Dnn Stnhilitnn Slntcm KcunngRn Untuk Pcn:rnganan 

Pnndcmi Cnrono Viru.'1 Di:uw.-,e 20 I 9 (COVID-19) 

1)1111/ At:111 Dalnm R;mgka Mcnghadapi Ancaman 

YnnR Mcrnbnhnynknn Pcrckonomisrn Nasional 

Dnn/ Ainu Stnhilitnn Siatcm Kcuangan (Lembaran 

Ncgnrn l~r.puhlil< Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tmnhohon Lcrnharnn Negara Rcpuhlik Indonesia 

Nornor 6485); 

4 . Undnng-UncJang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pcmhcntukan Kabupatcn Lebong dan Kabupaten 

J<cpahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4349); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Si stem Percncanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor l 04, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) , sebagairnana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Udang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara 1-<epublik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 680 !); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

cJengan Undang-UncJang Nornor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerint.ahan Daerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 6757); 
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8, UndRng-Undnng Nomor I Tahun 2022 tentang 

Hubungnn l<cunngnn Anlnrn Pcmcrintah Pusat dan 

Pcmcrintahon Dncrnh (f,,(Jmhnrnn Negara Republik 

lndoncRiA Tnhun 2022 Nomor 4, Tambahan 

LcmbRrnn Ncgnrn Republik lncJoneHla Nomor 6757); 

9. Pernlurnn Pcmerintnh Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

TRtR CRra PcnyuRunan, Pcngcndolian dan Evaluasi 

Pclal<snnaRn Rencono Pcmbongunan Dacrah 

(Lcmbaran Ncgarn Rcpublik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 48 17); 

1 O. PeraturRn Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah 

(Belita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 Ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1312); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Norn or 6322) ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 

2022 ~entang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pcmcnntah Dacrah Tahun 2023 (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 14); 
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Menetapkan 

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 

Nomor 15); 

t 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Le bong Tahun 2016 Nomor l 0), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah I<abupaten Lebong Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebong); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menangah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebong Tahun 2021 Nomor 5); 

19. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Bengkulu Tahun 2023. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBCNG TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBCNG 

TAHUN 2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lebong. 

2. Bupati adalah Bupati Lebong. 

3. Crganisasi Pcmngkat Dacrah, sclanjutnya discbut 

CPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lebong selaku pengguna 

anggaran / penggu na barang. 

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lebong Tahun 2023, selanjutnya disebut RKPD 

Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun yaitu 

Tahun 2023 yang dimulai dari Januari 2023 

sampai dengan 31 Desember 2023. 

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-CPD 

adalah dokumen perencanaan dan pengganggaran 

yang berisi program dan kegiatan CPD serta 

anggaran yang diperlukan untuk 

melaksanakannya. 
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6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPA-OPD 

adalah dokumen yang memuat pandapatan dan 

belanja pembiayaan setiap OPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 

anggaran. 
7 . Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya 

disingkat KUA adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementa ra yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 

program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada OPD untuk 

setiap program sebagai acuan daJam penyusunan 

RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya 

disingkat PPA adaJah program prioritas dan 

patokan batas maksirnaJ anggaran yang diberikan 

kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA-OPD setelah disepakati 

dengan DPRD. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

selanjutnya disingka t APBD adaJah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

DaeraJ1 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 

11 . Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang 

dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan 

dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai 

tugas mcnyiapkan scrta mcla ksanakan kcbijakan 

kepala daerah daJam rangka penyusunan APBD 

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 

daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan 

kebutuhan. 

BAB JI 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LEBONG 

Pasal2 

(1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMJ?) dan dokurnen perencanaan lainnya, 

sebagai perencanaan program yang disusun 

dengan mempertimbangkan masukkan dan 

aspirasi dari pelaksanaan forum OPD dan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Kabupaten Lebong. 
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l2) 

I 
I 

RKPD Tahun 2023 disusun dalam Dokumen 

Perencanaan Daerah Kabupaten Lebong dcngan 

sistematika penulisan sebagai beri.kut: 

Bab I Pendahuluan 
Bab II Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD 

Bab Ill 

Bab 1V 

BabV 
Bab VI 

tahun 2021 dan capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintah 

Rancangan kerangka ekonomi daerah 

dan kebijakan keuangan daerah 

Prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah 
Rencana Kerja dan Pendanaan daerah 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah 

Bab VII : Penutup 
(3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dima.ksud pada 

ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rancangan 

KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023. 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong bersama 

Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Lcbong membahas Rancangan KUA-PPAS Tahun 

Anggaran 2023 untuk mcnctapkan Kcbijakan 

Umum t\nggnran clan Plafon Prioritas Anggaran 

Scmcntnrn (KUA-PPAS). 
(2) OPD mcnyusun rcncann kcrjn dnn Anggaran (Rl<A) 

scsuni dcngnn Kcbijnknn Umum Anggaran dan 

Plafon Prioritns r\nggnrnn Priori tns (KUA-PPAS). 

Pasal 4 

( 1) Tim Anggaran Pemerintah 
menelaah dan menyesuaikan 
KUA-PPAS. 

Daerah (TAPD) 
RKA OPD dengan 

(2) RKA OPD yang telah disempurnakan oleh OPD 

sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD Tahun 2023. 

Pasal 5 

(1) OPD membuat laporan reali sasi fisik dan 

keuangan secara berkala ata.s pela.ksanaan DPA­

OPD. 
(2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana 

dima.ksud pada ayat (1), disampaikan kepada 

Bupati dan tembusannya kepada : 

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Lebong; 
b. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong; 
c. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong; 

dan 
d. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lebong. 
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(3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan 

masukan dan bahan pertimbangan untuk 

penyusunan perencanaan pembangunan 

berikutnya. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 

Lebong. 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 6 Juli 2022 

TARJS DAERAH 
ATEN LEBONG, 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 6 Juli 2022 

fsuPATl LEBONGf 

t KOPLI A SOR! 

BERlTA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 24 
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